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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Filsuf renaissance Niccolo Machiavelli, merupakan tokoh kunci di masa 

transisi, berhasil mengeser pemikiran dari teori politik tradisional Italia pada abad 

pertengahan. Machiavelli tidak mempertanyakan tentang dasar teori politik itu, 

melainkan ia melihat realitas dan pengalaman kontemporer untuk memperoleh 

gagasan-gagasan praktis yang dianggapnya berguna bagi negara dan penguasa yang 

mengandalkan pemerintahan pada saat kondisi bangsa Italia yang sedang dilanda 

kekacauan dan menjadi mangsa “bangsa bar-bar” yang ingin menguasai Italia. 

Machiavelli menegaskan bahwa dalam keadaan darurat sebagaimana yang sedang 

dialami oleh Italia pada masa itu, kekuasaan dan negara yang begitu goyah dan 

rapuh harus distabilkan agar dapat menjadi sarana politik yang mampu 

membebaskan bangsa Italia dari “bangsa bar-bar” yang merebut hak dan martabat 

rakyat Italia.  

Konsep teori kekuasaan politik Machiavelli bertolak dari realitas keuasaan 

yang terjadi pada bangsa Roma dizaman renaissance. Sumber kekuasaan bagi 

Machiavelli bersumber dari negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya 

memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Menurut Machiavelli kekuasaan 

memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena kekuasaan bukanlah alat untuk 

mengabdi pada Kebajikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan 

kekuasaan sebagai alat untuk mengabdi pada kepentingan negara. Pemikiran 

Machiavelli tentang politik tanpa moralitas dirampungkan dalam sebuah surat yang 

ditujukan kepada penguasa Italia saat itu Lorenzo de’Medici. Dengan tujuan agar 

Lorenzo menjadi seorang penguasa yang tangguh, kuat, dan mampu meneruskan 

cita-citanya yaitu untuk membebaskan bangsa Italia dari penindasan bangsa-bangsa 

lain.  

Machiavelli memahami kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan 

kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa untuk 

mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu 

dan menindas. Pandangan Machiavelli ini bukan dilihat sebagai nasihat politik, 
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melainkan sebagai suatu sifat kekuasaan yang dikendalikan oleh seorang penguasa 

tidak semurni dunia surgawi. Sebagaimana situasi pada abad pertengahan dan 

zaman pra reanaissance. Dalam pandangannya kekuasaan merupakan dunia yang 

penuh intrik, kekejian dan kehampaan. Kekuasaan yang mempraktikkan prinsip 

menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan yang mengutamakan 

kepentingan pribadi dan kelompok.  Dengan sikap ini, penguasa berhak melanggar 

hak-hak rakyatnya yang dianggap menghalanginnya dalam proses untuk mencapai 

tujuannya itu.   

Mereka yang berkuasa dan menjaga kemerdekaan hal memenuhi dua hal 

utama: Pertama, mereka yang dapat mewujudkan ambisi mereka, dan karena 

mereka memiliki peran lebih besar dalam republik dengan memegang kekuasaan 

ditangan mereka, maka mereka lebih m emilki cukup alasan untuk menjaga dan 

mempertahankan kemerdekaan itu.  Kedua, mereka mencegah pikiran-pikiran 

rakyat untuk gelisah karena menginginkan kekuasaan, sebuah penyebab yang dapat 

menimbulkan konflik dan skandal tanpa batas dalam republik, seperti mendorong 

kaum bangsawan menuju beberapa jenis tindakan putus asa yang selanjutnya akan 

menghasilkan efek-efek buruk.  

 Dewasa ini, praktik politik di Indonesia dapat dikatakan menerapkan 

konsep kekuasaan yang digagas oleh Machiavelli diantarannya pertama, 

penggunaan kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan dan otoritas sering digunakan 

oleh penguasa untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok 

tertentu. Misalnya, pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto menggunakan 

propaganda dan manipulasi informan untuk mempertahankan kekuasaan dan 

memenangkan dukungan rakyat. Kedua, penggunaan kekerasan dan intimidasi. 

Dalam beberapa kasus, kekerasan dan intimidasi digunakan oleh pemerintah atau 

elit politik untuk mempertahankan kekuasaan atau menekan oposisi. Ketiga, 

mengabaikan peran moralitas dalam politik. Dalam konteks Indonesia, penguasa 

cenderung mengabaikan sikap dan nilai moral dalam mengambil suatu keputusan 

seperti KKN dan politik dinasti. Pada dasarnya sikap moral dapat berperan penting 

dalam politik sehingga dapat diterapkan dengan memahami bagaimana moralitas 

digunakan sebagai alat politik untuk memenagkan dukungan rakyat. 
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Akan tetapi di satu sisi, Machiavelli membantu para penguasa di 

Iindonesia untuk memahami bahwa moralitas tidak selalu menjadi prioritas dalam 

politik, dan bahwa kepentingan negara dapat menjadi lebih penting daripada moral 

individu. Sehingga dengan mengutamakan moralitas dan kepentingan bersama, 

KKN dan segala bentuk praktik politik yang mengutamakan kepentingan individu 

dan kelompok dan diminimalisir dan terciptanya kesejahteraan bersama bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Pada akhirnya, penulis sampai pada sebuah Kesimpulan bahwa politik 

tanpa moralitas Machiavelli ini sebenarnya bersumber pada suatu kepentingan 

negara dan tindakan untuk mengamankan kekuasaan. Politik seperti ini meskipun 

tidak ada di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, namun sikap politik 

seperti ini sesungguhnya adalah tindakan yang benar dan realistis sesuai dengan 

kebutuhan negara dan kekuasaan.  Tanpa tindakan politik seperti ini, negara yang 

sedang mengalami ketidakstabilan kekuasaan seperti Italia pada zaman itu, bisa saja 

mengalami kejatuhan dan kehancuran. 

 

5.2 Saran 

5.2.1. Bagi pemerintah.  

Menurut Penulis, pemerintah dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk 

menciptakan situasi politik yang adil (demokratis) terhadap warga negara. 

Pemerintah disarankan unttuk mengadopsi prinsip efektifitas kepemimpinan 

Niccolo Machiavelli dengan tetap mengutamakan trasparasi dan akuntabilitas 

sebagai prinsip dasar dalam menjelankan kekuasaan. Startegi pragmatis yang 

digagas oleh Machiavelli dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas politik 

dan pengambilan keputusan politik yang cepat, namun harus diseimbangkan 

dengan nilai-nilai moral untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.  Situasi 

politik yang demokratis dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan tugas 

sebagai penguasa dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama. 

Dalam artian bahwa, pemerintah harus menjalankan kebijakan-kebijakan seperti 

mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik. Meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas dalam mengambil keputusan dan pengelolaan sumber daya negara. 

Serta mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sikap adil para 

penguasa harus mampu mengambil kebijakan yang didasari pada kesejahteraan 

umum untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera 

yang berlandas pada Pancasila sebagai dasar negara.  

5.2.2. Bagi tokoh Agama 

Para tokoh agama disarankan untuk mengambil peran aktif dalam 

mengadvokasi nilai-nilai moral dan etika dalam kepemimpinan politik, serta 

menjadi suara kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Mengingat 

pandangan Niccolò Machiavelli yang cenderung pragmatis, para tokoh agama dapat 

menyeimbangkannya dengan memperjuangkan keadilan, transparansi, dan 

kejujuran dalam pemerintahan. Dengan memberikan edukasi dan panduan spiritual 

kepada para pemimpin dan masyarakat, tokoh agama dapat membantu membangun 

budaya politik yang lebih berintegritas dan bermoral, serta mendorong partisipasi 

masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan 

berorientasi pada kepentingan umum.  

5.2.3. Bagi masyarakat.  

Masyarakat disarankan untuk aktif berperan dalam mengawasi dan 

mengkritisi praktik kekuasaan politik yang ada, dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran. Pendidikan politik yang baik sangat 

diperlukan agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan mampu 

mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, masyarakat harus berani 

menyuarakan aspirasi mereka melalui mekanisme yang legal dan damai, seperti 

partisipasi dalam diskusi publik, pemilu, serta kegiatan advokasi. Dengan menjadi 

bagian dari proses politik yang demokratis, masyarakat dapat mendorong pemimpin 

untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab sesuai dengan 

kepentingan umum, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan 

politik. 
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